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Pasal 22

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "berhenti bekerja", antara lain pegawai yang
telah mencapai batas usia pensiun, masa kontraknya telah
berakhir, meninggal dunia, atau mengalami uzur (disabilitas yang
membuat pegawai tidak dapat bekerja), atau ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formulasi
besarnya manfaat jaminan pensiun dan jaminan hari tua
ditentukan dengan memperhatikan antara lain jumlah iuran yang
dibayarkan. Manfaat jaminan tersebut juga dapat dibayarkan
kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal akumulasi iuran jaminan pensiun dan jaminan hari tua
dilakukan pengembangan, hasil pengembangan tersebut juga
sebagai sumber pembiayaan untuk manfaat jaminan pensiun dan
jaminan hari tua.

SK No202838A

Ayat(21 ...



PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

-7 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sistem Merit
meritokrasi.

diselenggarakan sesual dengan prinsip

Yang dimaksud dengan "prinsip meritokrasi" adalah prinsip
pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas
dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan
tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit,
agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
berkebutuhan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Karakteristik kelembagaan, antara lain lembaga legislatif, lembaga
eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengisian Jabatan Manajerial dari PPPK hanya diperuntukkan bagi
jabatan pimpinan tinggi tertentu dengan prioritas untuk Instansi
Pusat tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
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Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 4 1

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Humf b

Mobilitas talenta antar-lnstansi Pemerintah antara lain
mobilitas ASN untuk jabatan ASN di lembaga eksekutif,
lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif serta satuan kerja
atau badan layanan umum/badan layanan umum daerah.

Huruf c

Mobilitas talenta ke luar Instansi Pemerintah antara lain badan
usaha milik negaralbadan usaha milik daerah, lembaga
internasional, badan hukum lain yang dibenttrk oleh peraturan
perundang-undangan, dan badan swasta.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pemberhentian sementara PNS apabila diangkat menjadi pejabat
negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural tidak
menghilangkan hak kepegawaian yang terkait dengan masa kerja
dari PNS yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.
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Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi,
dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 7O

Cukup jelas.

Pasal7l...
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Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal T2

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6897
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